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UMKM bertujuan untuk melakukan pemberdayaan, salah satunya di bidang ekonomi untuk 
mengatasi ketimpangan. Perekonomian inklusif merupakan kondisi dimana ketimpangan berusaha 
untuk dihilangkan serta membuka peluang perekonomian yang sama bagi setiap penduduk. 
Penelitian ini mengukur bagaimana hubungan antara keberadaan UMKM dengan kondisi 
inklusivitas perekonomian di Kartamantul (Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kota Yogyakarta). 
Hasil penelitian pada tujuan pertama adalah kondisi UMKM di Kartamantul secara total 
mengalami kenaikkan dari tahun ke tahun, lokasi kluster tinggi terletak di Kabupaten Bantul dan 
kluster rendah berada di Kota Yogyakarta. Hasil penelitian kedua adalah secara keseluruhan di 
Kartamantul memiliki kondisi inklusivitas dengan kategori “memuaskan”. Hasil penelitian tujuan 
ketiga mendapatkan hasil bahwa terdapat hubungan antara distribusi jumlah UMKM terhadap 
inklusivitas ekonomi yang sifatnya memiliki arah negatif/berkebalikan serta berkekuatan cukup. 
Kata kunci: inklusivitas ekonomi, UMKM, analisis kluster, rank Spearman 
Abstract 
 MSMEs aims to empower, one of which is in the economy to overcome inequality. An inclusive 
economy is a condition where inequality seeks to be eliminated and opens up equal economic 
opportunities for every population. This study measures the relationship between the existence of 
MSMEs and the conditions of economic inclusiveness in Kartamantul (Sleman, Bantul, and 
Yogyakarta City). The results of the study in the first objective are the condition of MSMEs in 
Kartamantul in total experiencing an increase from year to year, the location of the high cluster is 
located in Bantul Regency and the low cluster is in the City of Yogyakarta. The second research 
result is that overall in Kartamantul it has an inclusiveness condition with the "satisfying" category. 
The results of the third objective of the study found that there was a relationship between the 
distribution of the number of MSMEs to economic inclusiveness which has negative / reverse 
direction and sufficient strength. 
Key word: economic inclusiveness, MSMEs, cluster analysis, rank Spearman 
PENDAHULUAN  
UMKM menjadi salah satu potensi 
perekonomian yang dimiliki oleh DIY, untuk 
melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan 
yang dimaksud berupa perwujudan kondisi 
perekonomian yang seimbang, berkembang, 
dan berkeadilan sehingga membangkitkan 
kemandirian dan ketangguhan perekonomian 
masyarakat. UMKM menjadi salah satu 
faktor yang dapat dikatakan memiliki potensi 
untuk membantu perwujudan perekonomian 
inklusif.  
Pendekatan geografi berupa kajian 
spasial akan menghasilkan gambaran tentang 
keterkaitan ruang antara lokasi keberadaan 
UMKM serta inklusivitas perekonomian di 
sekitarnya yang berimplikasi terhadap 
kondisi hubungan antara distribusi jumlah 
UMKM dan inklusivitas perekonomian.  
Kartamantul merupakan wilayah hasil 
kerjasama antardaerah Kota Yogyakarta, 
Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul. 
Kondisi pertumbuhan perekonomian di 
Kartamantul yang telah memiliki kuantitas 
perekonomian yang baik karena masuk di 
kuadran I dan III tipologi klassen. Akan 
tetapi, kondisi kualitas perekonomiannya 
masih perlu diteliti lebih lanjut beserta upaya 
yang mampu meningkatkannya, salah 
satunya dengan memanfaatkan potensi 
berupa UMKM. 
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan data 
sekunder serta unit penelitian berupa 
kabupaten/kota dan kecamatan di 
Kartamantul. Pada tujuan pertama, penilaian 
kondisi UMKM menggunakan metode 
deskriptif kuantitatif dengan tabe dan grafik, 
serta analisis statistik spasial dengan 
menggunakan Getis-Ord Gi*. Pada tujuan 
kedua digunakan teknik penilaian 
inklusivitas dengan metode Inclusivity 
Growth Index (IGI) Kabupaten dan 
Kecamatan. Pada tujuan ketiga digunakan 
metode yang mengkombinasikan antara 
metode statistika deskriptif, Rank Spearman 
dan pembandingan hasil kluster dari peta 
yang dihasilkan dari metode Getis-Ord Gi*. 
1. Getis-Ord Gi* 
Analisis Hot-spot atau Getis Ord-G 
merupakan sebuah metode yang dapat 
digunakan untuk menganalisis kondisi 
kecenderungan hubungan antarlokasi 
(klustering) didalam data atribut data spasial 
(Ord dan Getis, 1995). Hasil dari metode ini 
akan menghasilkan kluster tinggi (hotspot) 
dan kluster rendah (coldspot). Sebuah lokasi 
dikatan menjadi hot-spot ketika nilai data 
atributnya lebih tinggi dibandingkan nilai 
threshold-nya (Thakali, 2015). Suatu lokasi 
dapat saja memiliki nilai yang tinggi, tetapi 
tidak secara signifikan membentuk hotspot. 
Suatu objek akan menjadi hotspot ketika 
memiliki nilai yang tinggi serta dikelilingi 
oleh objek-objek lain yang memiliki nilai 
tinggi pula (Esri, 2005).  
2. IGI Kabupaten  
Pada IGI Kabupaten digunakan 35 
indikator. Selanjutnya, nilai indikator di 
normalisasi ke dalam nilai antara 0-10. 
Normalisasi ini disesuaikan dengan sifat 
masing-masing indikator. Jika indikator 
memiliki hubungan yang positif dengan 
pertumbuhan dan pemerataan ekonomi  maka 
digunakan 
    Xijk – X ij(min) 
  Xijk(max) – Xij (min) 
 
Sedangkan apabila indikator memiliki 
hubungan negatif dengan pertumbuhan dan 
pemerataan ekonomi maka digunakan  
    Xijk – X ij(min)                  
   Xijk(max) – Xij (min) 
 
Keterangan 
Xijk  : Nilai sub-dimensi ke-i, indikator ke-
j, dan observasi ke-k.  
Xij(min) : Nilai minimum target sub-dimensi 
ke-i, indikator ke-j.  
Xij(max) : Nilai maksimum target sub-dimensi 
ke-i, indikator ke-j. 
Jenis normalisasi masing-masing 
indikator dapat dilihat secara lengkap pada 
lampiran 1. Penghitungan Indeks Subdimensi 
dilakukan setelah data dinormalisasi. 
Penghitungannya menggunakan rumus  
Ijk =  ∑ 𝑊𝑖𝑗𝑍𝑖𝑗𝑛𝑘=1  
Dengan Wij adalah penimbang yang 
berdasarkan McKinley, Ali dan Zhuang 2010 
dari ADB. Kemudian oleh BPS dikeluarkan 
sebagai penimbang sub dimensi IGI, yaitu : 
Tabel 1. Bobot Sub-dimensi IGI 
Sumber: Analisis Pertumbuhan Inklusif 
2013, BPS RI 
Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif akan 
dihasilkan dengan menggunakan rumus: 
IGI= ∑ 𝐼𝑖𝑛𝑖=1  
Penentuan capaian kualitas pertumbuhan 
inklusif selanjutnya akan diklasifikasikan 
menjadi tiga capaian, yaitu “kurang 
memuaskan” jika skor capaian IGI <4, 
“memuaskan” jika skor capaian IGI antara 4-
7, dan “sangat memuaskan” jika skor capaian 
IGI antara 8-10.  
3. IGI Kecamatan  
Indikator pada IGI Kecamatan dan 
pengolahannya dilakukan dengan 






















sosial  0.1 
Zij = 10             
Zij = -10             + 10             
dengan IGI Kabupaten. Hanya saja 
perbedaannya terdapat pada indikator yang 
digunakan tidak sebanyak pada IGI 
Kabupaten. Karena pada IGI Kecamatan 
hanya terdapat dua indikator yang dapat 
digunkan, maka sub dimensi yang dipakai 
adalah tenaga kerja produktif dan 
kemiskinan. Nilai ini disesusaikan dengan 
jenis indikator. Setelah dikalikan dengan nilai 
sub dimensi. Jumlah keduanya ditambahkan. 
4. Rank Spearman 
Menurut Zhanga (2016) Spearman 
digunakan untuk menghitung bagaimana dua 
kolom data saling berhubungan satu dengan 
lainnya. Pada statistik, koefisien korelasi 
Spearman digunakan untuk mengukur 
hubungan antara rangking pada dua variabel 
dan menilai kondisi hubungan antara dua 
variabel (Wu et al, 2018).   
Penilaian baik besaran kekuatan 
korelasi serta arah pengujian data akan berarti 
atau signifikan saat besar signifikansi yang 
ditunjukkan oleh Sig. 2 tailed-nya < 0,05. 
Ketika nilai signifikansi Sig. 2 tailed-nya 
lebih besar maka dapat dikatakan bahwa 
hubugan antarvariabel tersebut tidak 
signifikan atau tidak berarti. Apabila 
dinyatakan adanya hubungan yang signifikan 
maka pembacaan dilanjutkan ke kekuatan 
hubungan atau korelasi. Setelah diketahui 
kekuatan korelasi antara variabel, selanjutnya 
dilakukan penentuan arah korelasi.   
PEMBAHASAN 
1. Kondisi Distribusi UMKM 
1.1 Distribusi UMKM Kartamantul 
Roda perekonomian wilayah dapat 
digerakkan oleh beberapa faktor, salah 
satunya berupa usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah (UMKM) dimana komponen ini 
merupakan salah satu yang menjadi penting 
dalam perekonomian khususnya di Daerah 
istimewa Yogyakarta (Hamidi, 2011).  
Pengertian dari UMKM dapat diperinci 
menjadi definisi dari setiap komponennya. 
Berdasarkan Gambar 1. terlihat bahwa 
jumlah UMKM tertinggi dimiliki oleh 
Kabupaten Bantul, sedangkan yang terendah 
adalah Kota Yogyakarta. 
 
Gambar 1. Grafik Jumlah Total Unit UMKM 
Perkabupaten 
Sumber: Pengolahan data sekunder 
Berdasarkan Gambar 2. tampak wilayah 
dengan warna merah yang mencirikan 
keberadaan kluster tinggi atau hot-spot di 
Kartamantul terletak di Kecamatan Bantul, 
Jetis, Pleret dan Imogiri. Tingginya UMKM 
ini dapat disebabkan beberapa hal 
diantaranya potensi objek wisata baik alami 
maupun buatan serta keberadaan sentra 
industri kerajinan. Kondisi ini disebabkan 
karena lokasi memiliki dampak yang 
signifikan terhadap keberhasilan UMKM 
(Ekasari dan Nurhasanah, 2018). Hal ini 
sejalan dengan pendapat dari Tjiptono (2009) 
yang menyatakan bahwa lokasi memiliki 
aspek yang penting bagi usaha.  
 
Gambar 2. Peta Getis-Ord Gi* Distribusi 
jumlah UMKM Kartamantul 
Sumber: Pengolahan data sekunder 
 Di sisi lain, persebaran kluster rendah 
yang teraglomerasi di utara Kota Yogyakarta 
tepatnya di Kecamatan Tegalrejo, Jetis, 
Gondokusuman, dan Danurejan Kota 
Yogyakarta serta satu di Kabupaten Sleman 
tepatnya Kecamatan Gamping. Kecamatan 
Tegalrejo, Jetis, Gondokusuman, dan 
Danurejan keempatnya memiliki letak lokasi 
yang strategis karena berada di jantung Kota 
Yogyakarta yang memiliki harga sewa dan 
beli lahan yang tinggi.  
1.2 Distribusi UMKM Kabupaten 
Sleman 
Pada Gambar 3. tampak 
pengelompokkan berupa kecamatan yang 
jumlah UMKM-nya mengalami 
pertumbuhan dan yang tidak mengalami 
pertumbuhan, bahkan penurunan. 
 
Gambar 3. Grafik UMKM Kabupaten 
Sleman 
Sumber: pengolahan data sekunder  
Pertumbuhan jumlah UMKM dari 
tahun 2016 hingga 2018 dialami oleh 
Kecamatan Seyegan, Depok, Mlati, Ngaglik, 
Godean, Minggir, Cangkringan, dan 
Gamping. Jumlah UMKM yang mengalami 
penurunan dari tahun 2016 ke 2017 dialami 
oleh Kecamatan Turi, Pakem, Prambanan. 
Sedangkan jumlah UMKM yang mengelami 
penurunan dari tahun 2017 dan 2016 ke 2018 
adalah kecamatan Berbah, Moyudan, 
Kalasan, Tempel, Ngemplak, dan Sleman. 
  
 
Gambar 4. Peta Getis-Ord Gi* 
Distribusi jumlah UMKM Sleman 2016, 
2017, dan 2018 
Sumber Pengolahan Data Sekunder 
Berdasarkan Gambar 4. Tampak 
bahwa terjadi fluktuasi atau perubahan letak 
kluster tinggi dan kluster rendah. Kondisi 
UMKM di Kabupaten Sleman dapat 
dipengaruhi oleh beberapa hal salah satunya 
berupa kondisi geografis. Pada sisi utara 
Kabupaten Sleman dimana kondisi 
geografisnya berupa Gunung Api Merapi 
yang memiliki banyak potensi wisata tampak 
masih sedikit memiliki jumlah UMKM yang 
berkembang. Hal ini dapat terjadi karena 
kebanaykan masyarakat di wilayah Sleman 
utara lebih memilih berprofesi menjadi petani 
dengan memanfaatkan keunggulan geografis 
berupa lahan pertanian yang subur. 
 Kondisi ini dapat diatas dengan 
adanya integrasi antara sektor pariwisata 
dengan usaha UMKM. Potensi 
pengembangan sektor wisata yang utamanya 
berupa desa wisata seperti terletak di 
Kawasan Gunung Api Merapi seperti 
Kecamatan Pakem, Cangkringan, dan Turi. 
Keberadaan objek wisata merupakan 
salahsatu penyebab adanya peningkatan 
UMKM di Kecamatan Cangkringan, 
beberapa diantaranya adalah keberadaan 
Stonehege, Bumi Merapi, dan Bukit 
Klangon. Kondisi ini sejalan dengan 
pendapat dari Ekasari dan Nurhasanah (2018) 
serta Tjiptono (2009) yang menyatakan 
bahwa lokasi dengan kondisi wisata memiliki 
potensi yang baik bagi lokasi usaha. 
Pada sisi selatan kabupaten Sleman, 
tepatnya Kecamatan Moyudan terdapat salah 
satu sentra berupa tenun dan kerajinan 
tangan. Serta salah satu desa telah dijadikan 
sebagai desa wisata. Namun berdasarkan 
hasil pengamatan melalui peta kluster 
wilayah ini bukan termasuk kluster tinggi 
meskipun berupa sentra usaha. Hal ini dapat 
disebabkan oleh kurang fokusnya pelaku 
usaha mengingat sebagian besar pelaku usaha 
juga masih berprofesi sebagai petani 
(Wicaksono, 2012). 
 Selain Moyudan, Kabupaten Sleman 
memiliki potensi UMKM di kecamatan 
lainnya dimana pada kecamatan tersebut 
terdapat komoditas unggulan masing-
masing. Potensi komoditas unggulan 
pertanian salak pondoh terdapat di 
Kecamatan Pakem, tempel, dan Turi. 
Kerajinan mendong di Kecamatan Minggir, 
kerajinan bambu di Mlati, dan kambing PE di 
Berbah, Turi dan Pakem (Dian, et al, 2014). 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
pengembangan UMKM di Kabupaten 
Sleman dapat menggunakan upaya berupa 
integrasi antara sektor usaha dengan UMKM, 
serta menumbuhkan UMKM baru sesuai 
dengan komoditas unggulan masing-masing. 
1.3 Distribusi UMKM Kabupaten 
Bantul 
Berdasarkan Gambar 5. kondisi 
jumlah UMKM perkecamatan di Kabupaten 
Bantul memiliki kondisi pertumbuhan yang 
cenderung stabil dari tahun ke tahun. Hal ini 
dapat terlihat dari kondisi kenampakan 
grafiknya dimana hampir menyatunya 
masing-masing garis yang menunjukkan 
jumlah UMKM perkecamatan. 
 Grafik yang cenderung menyatu ini 
juga menujukkan bahwa jumlah unit UMKM 
sejak tahun 2014 hingga 2018 tidak 
mengalami pertumbuhan yang berarti atau 
signifikan. Wilayah kecamatan yang sejak 
awal memiliki jumlah unit UMKM tinggi 
seperti Sewon, maka akan tetap tinggi 
sedangkan unit UMKM yang sejak tahun 
2014 memiliki jumlah yang rendah akan tetap 
rendah seperti di Kecamatan Bambanglipuro 
dan Senden. 
 
Gambar 5. Grafik Jumlah UMKM 
Perkecamatan di Bantul 
Sumber: pengolahan data sekunder 
Pada grafik jumlah UMKM terlihat 
bahwa jumlah UMKM di Kabupaten Bantul 
paling banyak ditemukan di Kecamatan 
Sewon. Hal ini disebabkan oleh lokasinya 
yang berbatasan dengan adanya Ring road 
Selatan, serta dilewati oleh jalan nasional. 
Selain itu Kecamatan Sewon dekat dengan 
Akademi Teknologi Kuli Yogyakarta. Serta 
di sisi timurnya terdapat Intstitut Seni 
Indonesia (ISI).  
 
Gambar 6. Peta Getis-Ord Gi* 
Distribusi jumlah UMKM Bantul 
Sumber: Pengolahan data sekunder 
 
Berdasarkan pembacaan lokasi 
kluster pada Gambar 6. lokasi kluster tinggi 
dapat ditemukan pada Kecamatan Jetis, 
Sewon, dan Pleret. Pada wilayah dengan 
jumlah UMKM yang tinggi di Kota Bantul, 
wilayahnya dekat dengan akses jalan berupa 
ring road yang menjadikan kemudahan 
transportasi dan meningkatkan peluang unuk 
menjalankan usaha di sekitarnya. Contoh 
wilayah yang terdampak langsung dari 
tingginya kegiatan akibat kemudahan akses 
adalah Kecamatan Sewon yang akhirnya 
memiliki banyak usaha UMKM terutama 
perdagangan. Kecamatan Pleret dan Jetis 
juga memiliki lokasi yang dekat dengan 
Kecamatan Sewon sebagai lokasi ramai di 
Kabupaten Bantul. Oleh karenanya, upaya 
untuk meningkatkan jumlah UMKM di 
Kabupaten Bantul adalah dengan melakukan 
peningkatan aksesibilitas wilayah.  Hal ini 
didukung oleh Sastrawan (2015) yang 
menyatakan bahwa faktor yang paling 
dominan menentukan pendiarian usaha 
adalah akses, visibilitas, lalu lintas, tempat 
parkir, ekspansi, lingkungan, serta peraturan 
pemerintah.  
Hasil pemetaan klusterisasi yang 
dimuat pada rangkaian Gambar 4.8 
menyatakan bahwa kecamatan Pandak 
merupakan Kluster rendah. Hal ini 
disebabkan oleh lokasinya yang termasuk 
wilayah dengan jumlah UMKM rendah serta 
dikelilingi oleh lokasi dengan nilai distribusi 
jumlah UMKM yang rendah pula. Wilayah 
ini termasuk pinggiran Bantul yang 
berbatasan dengan Kulonprogo. Kondisi ini 
dinilai kurang strategis karena sebelum ada 
proyek pembuatan bandara di Kulon Progo, 
wilayah tersebut belum dipandang sebagai 
wilayah yang potensial. Akan tetapi, wilayah 
ini potensial ntuk dikembangkan karena 90% 
wilayahnya didominasi oleh dataran rendah 
(Kecamatan Pandak dalam Angka 2018). 
1.4 Distribusi UMKM Kota 
Yogyakarta 
Pada grafik yang dimuat pada 
Gambar 7. dibawah dapat menjelaskan 
bagaimana kondisi masing-masing 
kecamatan di Kota Yogyakarta. Wilayah 
dengan kondisi berupa puncak yang 
siginifikan terhadap letak garis lainya 
menandakan adanya nilai tinggi dapat 
dijumpai pada Kecamatan Danurejan, 
Gondokusuman, Kotagede, Tegalrejo, dan 
Umbulharjo. Sedangkan kondisi nilai rendah 
dapat dijumpai pada Kecamatan Gedong 
Tengen, Gondomanan, Jetis, Kraton, 
Mantrijeron, Ngampilan,  Mergangsan, 
Pakualaman, dan Wirobrajan. 
 
Gambar 7. Grafik Kondisi UMKM 
Perkecamatan di Kota Yogyakarta Sumber: 
Pengolahan data sekunder 
Berdasarkan pembacaan grafik pada 
Gambar 7. dapat diketahui bahwa Kecamatan 
Tegalrejo merupakan kecamatan dengan 
jumlah UMKM tertinggi di Kota Yogyakarta, 
hal ini dapat disebabkan oleh kondisi 
penggunaan lahannya yang banyak 
digunakan untuk perguruan tinggi. Peringkat 
jumlah UMKM kedua terbanyak dimiliki 
oleh Kecamatan Umbulharjo yang memiliki 
luas wilayah terbesar di Kota Yogyakarta. 
Kecamatan Umbulharjo memiliki potensi 
berupa pusat UMKM kain jumputan yang 
sudah berlangsung sejak tahun 2012 
(Harianjogya, 2019). Peringkat kecamatan 
dengan jumlah UMKM ketiga terbanyak 
adalah Kota Gede dimana wilayah ini 
merupakan sentra kerajinan perak di Kota 
Yogyakarta. Kotagede memiliki potensi 
berupa kerajinan perak serta kulit karena 
berdasarkan faktor sejarah penduduk asli 
Kotagede disebut dengan rakyat Kalang yang 
mempunyai keahlian dalam bidang kerajian 
ukir kayu, perak serta emas. Maka di 
Kecamatan Kotagede berdiri sentra perak 
yang tidak hanya memasarkan produknya 
untuk dalam negeri melainkan juga luar 
negeri. 
 
Gambar 8. Peta Getis-Ord Gi* UMKM 
Kota Yogyakarta 
Sumber: Pengolahan data sekunder 
Pada Gambar 8. diketahui Wilayah kluster 
tinggi Kecamatan Kotagede memiliki banyak 
UMKM dikeranakan keberadaan sentra 
kerajinan perak yang sudah berkembang 
menjadi lokasi wisata. Lokasi ini tentunya 
sangat strategis karena keberadaannya sudah 
tentu sangat diperhatikan oleh pemerintah, 
karena keunikannya yang menjadi salah satu 
warisan budaya di Kota Yogyakarta. Hal ini 
sejalan dengan yang ditemukan oleh 
Sastrawan (2015) berupa faktor yang 
mempengaruhi pendirian usaha adalah akses, 
visibilitas, lalu lintas, ekspansi, lingkungan 
dan peraturan pemerintah. Kecamatan 
Kotagede dengan keberadaan sentra 
kerajinan peraknya yang sudah terkenal 
menjamin adanya visibilitas usaha.  
Kemudian, kecamatan lainnya yang 
menjadi kluster tinggi dari UMKM adalah 
Umbulharjo. Lokasinya berada di Kota 
Yogyakarta bagian pinggir, berbatasan 
dengan Kabupaten Bantul. Karena letaknya 
yang tidak terlalu dekat dengan pusat kota, 
fasilitas yang tersedia tidak selengkap 
wilayah-wilayah yang berlokasi disekitar 
pusat Kota Yogyakarta. Sekilas hal  ini 
tampak buruk, akan tetapi implikasinya 
adalah harga lahan di Umbulharjo tidak 
semahal di wilayah pusat Kota Yogyakarta.  
Kemudian, Hal ini dikuatkan oleh 
pendapat dari Faizah dan Hendarto (2013) 
yang menyatakan bahwa semakin dekat 
dengan pusat kota, maka fasilitas akan 
semakin meningkat begitu juga dengan harga 
lahannya. Harga lahan yang lebih rendah 
akan memudahkan ekspansi usaha serta 
menekan jumlah biaya yang harus 
dikeluarkan. Pendirian di wilayah kecamatan 
Umbulharjo yang masih merupakan bagian 
dari Kota Yogyakarta juga menjamin 
kemudahan akses menuju pelanggan.  
Kemampuan untuk melakukan ekspansi, 
lebih kecilnya kecilnya biaya, serta 
kemudahan akses akan mendorong timbulnya 
usaha di wilayah tersebut (Chase 2006 dan 
Sastrawan 2015). 
Lokasi kluster rendah terletak di 
kecamatan Ngampilan dan Gondomanan 
yang lokasinya berada di pusat wilayah Kota 
Yogyakarta. Lokasinya yang sangat strategis 
membuat wilayah ini memiliki harga sewa 
lahan yang tinggi. Padahal salah satu faktor 
yang menyebabkan pengusaha tertarik untuk 
mendirikan lokasi di wilayah tersebut adalah 
sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan 
(Chase, et al 2006). Berdasarkan Faizah dan 
Hendarto (2013) harga lahan yang tinggi 
disebabkan karena letaknya yang dekat 
dengan fasilitas umum, sedangkan semakin 
ke pusat kota maka keberadaan fasilitas 
umum akan semakin meningkat. Akibatnya 
harga lahan semakin tinggi. 
2.1 IGI Kabupaten 
Berdasarkan isi dari Tabel 2. tentang hasil 
penghitungan kondisi inklusivitas di masing-
masing wilayah Kartamantul menunjukkan 
hasil yang bervariasi. Berdasarkan hasil 
pembacaan kondisi inklusivitas ekonomi 
wilayah yang didapatkan melalui 
penghitungan Inclusive Growth Index (IGI) 
terlihat bahwa secara umum di wilayah 
Kartamantul terjadi pola inklusivitas 
ekonomi yang cenderung meningkat dari 
tahun 2017 ke 2018. 
Tabel 2. Nilai IGI Kabupaten 
KABUPATEN/ 






Bantul 5,99 6,19 
Yogyakarta 6,04 6,32 
 
Sumber: Pengolahan data sekunder 
 Kondisi inklusivitas perekonomian 
wilayah pada tahun 2017 ke 2018 mengalami 
peningkatan untuk baik utuk Kabupaten 
Sleman, Bantul, dan  Kota Yogyakarta. Pada 
tahun 2017 ke 2018 telah terjadi kenaikkan 
sebesar 0,07 untuk Kabupaten Sleman; 0,2 
untuk Kabupaten Bantul dan tertinggi dicapai 
oleh Kota Yogykarta dengan peningakatan 
sebesar 0,28. 
Berdasarkan penilaian kondsi inklusivitas 
ekonomi dengan menggunakan metode IGI, 
kondisi inklusivitas perekonomian di 
masing-masing wilayah Kabupaten dan Kota 
di Kartamantul selalu masuk kedalam 
kategori perekonomian inklusif dengan 
kategori “memuaskan”. Serta kondisi 
peningkatan kondisi inklusivitas 
perekonomian pada setiap tahunnya. Kondisi 
inklusivitas perekonomian di Kartamantul 
mengalami kondisi melemah di tahun 2016, 
tetapi kembali menguat di tahun 2017 dan 
2018. Hal ini merupakan kabar baik untuk 
perekonomian wilayah Kartamantul yang 
berdasarkan metode penghitungan IGI dinilai 
tidak hanya memiliki kuantitas 
perekonomian yang baik dengan kluster 
tipologi Klassen I dan III, tetapi juga 
memiliki kualitas perekonomian yang 
memuaskan. 
2.2 IGI Kecamatan 
Berdasarkan Gambar 9. peta persebaran 
lokasi kluster IGI Kecamatan di Kartamantul 
tahun 2017 terlihat area hotspot yang ditandai 
oleh warna merah teraglomerasi atau 
membentuk kluster di Kota Yogyakarta, serta 
sebagian wilayah Kabupaten Bantul seperti 
kecamatan Kasihan, Sewon, Banguntapan, 
dan Pandak. Dapat terlihat bahwa lokasi 
kecamatan yang berupa hotspot di Kabupaten 
Bantul didominasi oleh kecamatan-
kecamatan yang berbatasan langsung dengan 
Kota Yogyakarta. Sedangkan kecamatan 
Pandak menjadi pengecualian.  
Hal ini dapat disebabkan karena 
berdasarkan data persentase pengangguran 
serta penurunan kemiskinan, Kota 
Yogyakarta memiliki nilai yang sangat baik 
pada kedua indikator tersebut. Pada 
persentase penduduk menganggur, 
persentasenya tertinggi hanya mencapai 4% 
dari total angkatan kerjanya. Kemudian, 
beberapa kecamatan di Kabupaten Bantul 
yang terletak sebagai kluster tinggi 
dikarenakan nilai jumlah pengangguran serta 
penurunan kemiskinannya yang cukup tinggi 
sedangkan letaknya sangat dekat dengan 
Kota Yogyakarta, sehingga penilaian untuk 
terbentuknya kluster akan semakin tinggi. 
 
Gambar 9. Peta IGI Kecamatan di 
Kartamantul tahun 2017 
Sumber: Pengolahan data sekunder 
Area coldspot atau kluster rendah 
terletak di wilayah Kabupaten Sleman yang 
terletak di wilayah tengah areanya, tidak 
terlalu utara atau selatan. Wilayah kluster 
rendah ini adalah kecamatan Minggir, 
Godean, Seyegan, Mlati, Sleman, Ngaglik, 
Ngemplak dan Kalasan. Hal ini dapat 
disebabkan karena kondisi jumlah 
penganggurannya yang batas atasnya 
mencapai 6% meskipun kondisi penurunan 
kemiskinannya sudah cukup baik. Akan 
tetapi, karena berdasarkan pengkalian dengan 
bobot IGI yang dicontohkan oleh ADB bobot 
jumlah pengangguran lebih besar 
dibandingkan bobot kemiskinan maka di 
wilayah Sleman banyak dijumpai kluster 
rendah IGI Kecamatan. 
Kurangnya kondisi inklusivitas dapat 
disebabkan oleh kondisi kurangnya distribusi 
pendapatan yang merata dan berdampak pada 
adanya kesulitan perekonomian bagi 
sebagian golongan masyarakat. Salah satu hal 
yang mampu mengurangi adanya 
ketidakmerataan distribusi pendapatan 
adalah kesempatan kerja yang merata dan  
dan pekerjaan yang produktif. Pekerjaan 
yang produktif merupakan sebuah pekerjaan 
yang benar-benar mampu menghasilkan nilai 
(Ianchovichina dan Lundstrom, 2009). Hal 
ini kemudian mendorong adanya kesulitan 
untuk memenuhi kebutuhan hidup terutama 
yang bersifat dasar 
Kondisi pekerja yang produktif mampu 
membantu terwujudnya perekonomian 
inklusif, salah satu upaya yang dapat 
dilakukan untuk menilai kondisi pekerja 
produktif adalah dengan melihat PDB 
(Produk Domestik Bruto) per orang yang 
dipekerjakan. Rasio pekerja dengan populasi 
pada angkatan kerja juga dapat dijadikan 
sebagai alat pengukur kondisi pekerja 
produktif (ADB, 2010).Kemudian menurut 
Min Tang (2008) kemiskinan didasari oleh 
adanya permasalahan didalam distribusi 
pendapatan dan pertumbuhan inklusif akan 
berpengaruh terhadap kondisi tersebut.  
Keberadaan penduduk miskin 
menggambarkan kondisi perekonomian yang 
kurang inklusif, sebab mencirikan adanya 
ketidakmerataan kemampuan untuk 
memenuhi kebutuhan ekonomi. Oleh 
karenanya, jumlah penduduk miskin 
digunakan sebagai salahsatu variabel untuk 
mengukur kondisi inklusivitas pada metode 
IGI Kecamatan. Kemiskinan memiliki 
dampak berupa rendahnya kemampuan untuk 
mengakses kebutuha hidup dasar dan 
berdampak pada rendahnya kualitas 
kehidupan, hal ini kemudian akan berdampak 
pada rendahnya produktivitas yang dapat 
dilakukan.  
Terciptaya kemiskinan dapat 
diakibatkan oleh beberapa faktor diantaranya 
rendahnya kodisi sarana permukiman, 
rendahnya kemampuan untuk mengakses air 
dan toilet bersih, serta pendapatan rendah 
yang diakibatkan oleh pendidikan yang 
rendah (Niswati, 2014). Hal ini dikuatkan 
dengan pernyataan Saputro (2007) bahwa 
kemiskinan memiliki tiga faktor utama yang 
mempengaruhinya diantaranya pendidikan, 
pekerjaan, serta rumah tinggal. Kemudian 
menurut Noor (2004) kemiskinan dapat 
terjadi apabila kepemilikan modal bernilai 
kecil.  
Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
kondisi kemiskinan yang terjadi dapat 
disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya 
kurangnya modal yang berdampak pada 
minimnya kemampuan untuk mengakses 
pendidikan, pekerjaan, serta tempat tinggal 
yang layak.Oleh karenanya kemudian 
penelitian ini menggunakan variabel berupa 
pengurangan kemiskinan sebagai indikator 
IGI Kecamatan yang kedua. 
3. Hubungan Inklusivitas Ekonomi 
dan UMKM 
Berdasarkan Gambar 10. tentang 
Grafik Perbandingan Distribusi jumlah 
UMKM perkabupaten dengan IGI Kabupaten 
terlihat bahwa terdapat perbedaan letak 
antara garis yang mewakili kondisi masing-
masing kabupaten/kota, pada kedua grafik 
tampak urutan garisnya berkebalikan.  
Pada grafik distribusi jumlah UMKM 
perkabupaten sejak tahun 2016, distribusi 
jumlah UMKM tertinggi dimiliki oleh 
Kabupaten Bantul, kemudian disusul oleh 
Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. 
Namun, pada grafik distribusi nilai IGI 
Kabupaten, di tahun 2016 nilai IGI 
Kabupaten Bantul adalah yang terendah, 
kemudian di posisi kedua ada Kabupaten 
Sleman dan terakhir Kota Yogyakarta.  
Pada tahun 2017 kondisi ini sedikit 
berubah dimana distribusi jumlah UMKM 
perkabupaten/kota tertinggi dimiliki oleh 
Kabupaten Bantul, kemudian disusul oleh 
Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta dan 
nilai IGI Kabupaten Bantul meningkat 
menjadi posisi kedua menempati posisi yang 
sebelumnya dimiliki oleh Kabupaten Sleman. 
 
Gambar 10. Grafik Perbandingan Distribusi 
jumlah UMKM dengan IGI Kabupaten 
Sumber: Pengolahan data sekunder 
Berdasarkan Tabel 3. hasil uji Rank 
Spearman distribusi jumlah UMKM dengan 
IGI Kecamatan hasil nilai Sig. (2-tailed) pada 
Tabel 3 hasil pengujian menunjukkan angka 
0,024 yang artinya lebih kecil dari 0,05, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 
hubungan yang signifikan antara distribusi 
jumlah UMKM perkecamatan dengan nilai 
IGI Kecamatan. 
Tabel 3. Uji Rank Spearman UMKM dan IGI 
Kecamatan 
 
Sumber: Pengolahan data sekunder 
Kemudian berdasarkan pembacaan 
arah hubungan yang ditunjukkan oleh tanda 
positif atau negatif pada koefisien korelasi 
yang bernilai -0,326, maka arah hubungan 
antara variabel ini adalah negatif atau saling 
berkebalikan. Pada nilai koefisien korelasi 
hasil pengujian, didapatkan angka -0,326 
yang mana berdasarkan klasifikasi dari 
Sarwono (2006) nilai kekuatan hubungan ini 
masuk ke dalam klasifikasi cukup.  
Kondisi ini dapat disebabkan karena 
adanya komposisi skala usaha dalam 
distribusi jumlah UMKM total yang 
didominasi oleh usaha yang berskala mikro, 
sedangkan jumlah usaha menengahnya hanya 
memiliki presentase yang kecil. Pada wilayah 
di Kartamantul, seperti yang tampak pada 
Gambar 11. Perbandingan Persentase Skala 
Usaha UMKM di Kartamantul tahun 2017 
jumlah usaha skala mikro berkisar antara 61-
80%, usaha skala kecil 13-25%, serta jumlah 
usaha skala menengah hanya 1-14%. 
 
 
Gambar 11. Perbandingan Persentase Skala 
Usaha UMKM di Kartamantu tahun 2017 
Sumber: Pengolahan data sekunder 
 
Ketika UMKM memiliki skala yang 
semakin kecil atau menuju ke klasifikasi 
skala mikro, maka semakin sedikit juga 
jumlah aset serta omset yang dimiliki. Tidak 
terdapat jumlah minimal aset serta omset 
sebuah usaha untuk di klasifikasikan sebagai 
usaha yang mikro, sehingga masyarakat 
dalam klasifikasi perekonomian sangat 
kecilpun, atau masyarakat miskin dapat 
memulai usaha mikro ini.  
Ketika masyarakat yang berada di 
kategori miskin memulai usaha dengan 
mendirikan usaha mikro, maka penyebab dari 
adanya hubungan yang negatif antara 
distribusi jumlah UMKM dengan kondisi 
inklusivitas akan terjawab. Dimana 
persebaran UMKM usaha yang sangat 
dipengaruhi oleh keberadaan usaha skala 
mikro, karena jenisnya yang mendominasi 
teraglomerasi di wilayah yang memiliki 
inklusivitas rendah karena wilayah tersebut 
memiliki kemampuan terhadap akses 
ekonomi yang rendah. 
Kondisi ini ditambah dengan kondisi 
aset dan omset yang dimiliki oleh UMKM, 
terutama skala mikro. Semakin kecil nilai 
aset serta omset yang dimiliki oleh sebuah 
usaha, maka akan semakin sulit 
pengembangannya termasuk dalam hal 
peminjaman modal yang akan digunakan 
untuk membesarkan usaha. Kondisi 
sedikitnya jumlah asset yang dimiliki akan 
berpengaruh terhadap jaminan (collateral) 
untuk melakukan pinjaman modal (Bank 
Indonesia, 2011). Peminjaman modal 
merupakan salahsatu bentuk dari investasi, 
yang mana memiliki pengaruh positif 
terhadap terbukanya lapangan pekerjaan. Hal 
ini dikarenakan Investasi digunakan untuk 
memperkuat produktivitas usaha yang 
dilakukan. Semakin besar nilai investasi 
maka kemungkinan untuk menyerap tenaga 
kerja akan semakin tinggi. Karena surplus 
sebagai hasil dari produktivitas yang semakin 
meningkat, maka akan terjadi perluasan 
kemampuan penyerapan tenaga kerja 
(Widyyantoro, 2013).  
Maka, dapat dikatakan bahwa alasan 
kedua dari adanya arah hubungan yang 
berlawanan dari distribusi UMKM 
perkecamatan dengan IGI Kecamatan adalah 
karena banyaknya UMKM yang sulit 
mengakses investasi yang berupa pengajuan 
pinjaman sehingga kesulitan untuk 
meningkatkan produktivitas mereka. 
Akibatnya, perluasan lapangan kerjapun 
menjadi terhambat. Perluasan lapangan kerja 
pada UMKM yang terhambat, berkaitan 
dengan indikator IGI Kecamatan yang berupa 
persentase pengangguran per angkatan kerja. 
Rendahnya penyerapan tenaga kerja pada 
usaha skala mikro juga didukung dengan 
pengertian UMKM skala mikro menurut 
World Bank yang menyatakan bahwa usaha 
skala mikro memiliki jumlah pekerja yang 
kurang dari 10 orang. Sedangkan usaha 
menengah jumlah pekerjanya kurang dari 30 
orang dan usaha medium memiliki daya serap 
tenaga kerja yang terbesar yaitu maksimal 
300 orang. Terdapat banyak usaha mikro 
yang hanya memiliki tenaga kerja dirinya 
sendiri atau memperkerjakan keluarga. 
Kondisi seperti ini dapat digolongkan kepada 
“tenaga kerja bekerja sendiri dan tidak 
dibayar” pada klasifikasi BPS (2006). Jumlah 
tenaga kerja yang bekerja sendiri ini dinilai 
mengurangi kondisi inklusivitas karena 
dikarenakan jenis pekerja tersebut tidak 
membuka lapangan pekerjaan bagi penduduk 
lainnya serta tidak mendapatkan bayaran atas 
apa yang mereka kerjakan sehingga 
kesebaradaannya dianggap kurang 
berdampak bagi pertumbuhan dan 
pemerataan ekonomi.  
Selain berdampak pada jumlah pekerja, 
skala UMKM juga berdampak pada 
kemampuannya untuk mengentaskan 
kemiskinan di suatu wilayah yang juga 
merupakan komponen dari inklusivitas 
ekonomi. Pengentasan kemiskinan ini dapat 
diintervensi oleh UMKM dengan cara 
mengatur jumlah pemberian upah. Upah 
adalah pendapatan yang diperoleh sebagai 
hasil dari menyumbangkan tenaga ke 
produsen (Sudarsono, 1996). Penduduk 
dikategorikan miskin karenan rendahnya 
kemampuan untuk mengakses kebutuhan 
sehari-hari. Kondisi ini tentunya dipengaruhi 
oleh faktor jumlah pendapatan. Menurut 
Setiawan (2010) semakin besar pendapatan 
pekerja yang harus UKM bayarkan, maka 
akan menuntut untuk dimilikinya UMKM 
dengan kondisi yang telah berdaya 
dibuktikan dengan giatnya kemampuan 
finansial serta manajerialnya. Akan tetapi, 
kondisi ini masih sulit untuk dijumpai pada 
usaha skala mikro jika dibandingkan dengan 
skala kecil serta menengah. Akibatnya, 
kondisi banyaknya jumlah UMKM belum 
dapat mengoptimalkan penyerapan tenaga 
kerja. 
Berdasarkan hasil perbandingan kedua 
peta pada Gambar 12. tampak bahwa tidak 
terdapat kesamaan lokasi kluster tinggi dan 
rendah. Hal  ini terlihat dari adanya 
perbedaan lokasi kluster tinggi atau hotspot 
yang ditandai dengan area berwarna merah, 
serta kluster rendah atau coldspot yang 
ditandai dengan area berwarna biru. Pada 
peta distribusi jumlah UMKM lokasi kluster 
tinggi berada di tenggara Kabupaten Bantul 
yang meliputi tiga Kecamatan yaitu Bantul, 
Jetis, Imogiri dan Pleret. Namun,  pada peta 
IGI Kecamatan, lokasi kluster tinggi terletak 
di seluruh kecamatan Kota Yogyakarta, serta 
empat kecamatan di Kabupaten Bantul yang 
meliputi Kecamatan Kasihan, Sewon, 
Banguntapan, dan Pandak. 
 
Gambar 12. Perbandingan Peta 
Getis Ord G IGI Kecamatan dan UMKM 
Sumber: Pengolahan data 
sekunder 
Tidak terdapat satupun wilayah 
yang merupakan kluster tinggi 
berdasarkan data distribusi jumlah 
UMKM perkecamatan yang menjadi 
kluster tinggi berdasarkan penghitungan 
statsitik spasial dengan data IGI 
Kecamatan. Hal demikian juga berlaku 
pada lokasi kluster rendah, dimana tidak 
terdapat satupun wilayah yang 
merupakan kluster rendah berdasarkan 
data distribusi jumlah UMKM 
perkecamatan yang menjadi kluster 
rendah juga berdasarkan penghitungan 
statsitik spasial dengan data IGI 
Kecamatan.  
Akan tetapi, pada peta distribusi 
UMKM perkecamatan, tampak wilayah 
di sisi utara Kota Yogyakarta merupakan 
kluster rendah atau coldspot berlawanan 
dengan kondisi pada peta IGI Kecamatan 
dimana wilayah tersebut terklasifikasikan 
sebagai kluster tinggi atau hotspot. Ketiga 
kecamatan dengan klasifikasi hotspot dan 
coldspot yang saling berlawanan itu 
adalah Kecamatan Tegalrejo, Jetis, 
Gondokusuman, dan Danurejan Kota 
Yogyakarta. Sehingga dapat terlihat 
bahwa tidak ada hubungan yang searah 
antara distribusi jumlah UMKM 
kecamatan dengan IGI Kecamatan. 
Hubungan yang ada berupa pola negatif 
atau saling berlawanan.  
Maka, pernyataan ini sesuai 
dengan ketiga hasil analisis hubungan 
sebelumnya yang menyatakan bahwa 
hubungan yang terbentuk antara 
distribusi jumlah UMKM dengan IGI 
baik di tingkat Kabupaten maupun 
Kecamatan wilayah Kartamantul 
memiliki kondisi hubungan yang negatif. 
Penyebab kondisi hubungan negatif ini 
dapat dijelaskan dengan melihat 
komposisi UMKM yang didominasi oleh 
skala mikro yang rentan mengalami 
kegagalan, seperti yang sudah dijelaskan 
pada bagian sebelumnya. Selain itu, 
pendirian usaha mikro yang dapat 
dimulai dari modal yang sangat kecil 
dapat diterapkan oleh berbagai kalangan 
terutama masyarakat miskin yang 
memiliki keterbatasan modal, sehingga 
terjadi pola kluster yang saling 
berkebalikan. 
KESIMPULAN 
Penelitian ini memiliki tiga kesimpulan 
yang disesuaikan dengan tujuan penelitian, 
yaitu: 
1. Kondisi UMKM di Kartamantul 
menunjukkan adanya kenaikkan jumlah pada 
setiap tahunnya. Keberadaan kluster tinggi 
UMKM berada di wilayah Kabupaten Bantul 
sedangkan keberadaan kluster rendah 
UMKM berada di wilayah Kota Yogyakarta 
dan Sleman.  
2. Kondisi inklusivitas ekonomi di 
Kartamantul yang tertinggi dimiliki oleh 
Kota Yogyakarta, sedangkan kondisi 
inklusivitas terendah dimiliki oleh Kabupaten 
Sleman. Keberadaan kluster tinggi 
inklusivitas perekonomian terletak di Kota 
Yogyakarta dan sebagian kecil wilayah 
Kabupaten Bantul. Sedangkan keberadaan 
kluster rendah terletak di Kabupaten Sleman. 
Akan tetapi kondisi ketimpangan 
antarwilayah di Kartamantul cenderung 
rendah karena ketiga kabupaten dan kota 
masuk dalam kategori wilayah dengan 
klasifikasi inklusivitas yang memuaskan.  
3. Kondisi hubungan yang terbentuk 
antara distribusi jumlah UMKM dengan IGI 
Kabupaten dan Kecamatan mengindikasikan 
adanya hubungan antara variabel, dengan 
arah negatif atau berlawanan. Sedangkan, 
berdasarkan persebaran klusternya tidak 
ditemukan pola penyebaran yang sama dan 
cenderung berlawanan. 
SARAN 
Saran yang penulis berikan berdasarkan 
hasil penelitian adalah sebagai berikut:  
1. Peningkatan UMKM dengan cara 
menambah potensi suatu lokasi dengan cara 
menambah aksesibilitas, visibilitas, 
kemampuan kespansi, serta dukungan dari 
pemerintah. 
2. Peningkatan inklusivitas 
perekonomian dengan memperhatikan 
faktor-faktor yang berpengarh terhadap 
ketimpangan dan ketidakmerataan 
kesempatan.  
3. Peningkatan skala UMKM dari yang 
semula mikro menjadi skala kecil serta 
menengah agar mampu membuka lapangan 
pekerjaan yang lebih banyak serta membantu 
pemerataan pendapatan dengan pemberian 
upah yang lebih tinggi. 
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